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2.1 Tinjauan Perpajakan
2.1.1 Pengertian Pajak
Pajak pada dasarnys mempunyei peranan yang sangat penting dalam
kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena
pajak merupakan sumber pendapaan negara untuk membiayai semua
pengeluaran fermasuk pengeluarar pembangunan. Adapun pengertian pajak
menurut para ahli antara lain sebagei berilkut:
Menurut Undang-undang RI Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2007, menyatakan
bahwa:
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Djajadiningrat yang dikutip oleh Resmi ( 2014:1), mengatakan:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke
kas negara yang disebabkan svatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu, isiapi bukan sebagai hukuman, menurut
peraturan vang ditetapkan pemerintah seria dapat dipaksakan, tetapi tidak ada
jasa timbal balik dari negara secara langsug, untuk memelihare kesejahteraan
secara umum’.

Menurut Feldmann yang dikutip oleh Priantara (2012:2), mengalakan:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepibak oleh dan terutang kepada
penguasa {menwul norma-norma yang ditctapkannva secara umum), tanpa
adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-
pengeluaran umum”.



Dari beberapa definisi pajak tersebut. dapat disimpulkan bahwa pajak
merupakan kontribusi wajib yang teruiang oleh orang pribadi atau badan
kepada negara berdasarkan Undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan
tiada mendapat balas jasa secara langsung dan semata-mata digunakan untuk
menutup pengeluaran-pengeluaran wmum Pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri.
Menurut Priantara (2012:4) pajak mempuayai beberapa fungsi, yaitu;

1. Fungsi anggaran atau penerimaan (hudgetair)

Sebagai salah saiu sumber penerimaan Pemerintah untuk mebiayai
pengeluaran baik rutin maupun pembengunan. Sebagai sumber keuangan
negara, pemerintah berupaya memesuldan uang sebanyak-banyakaya untuk
kas negara. Upaya tersebut ditempull dengan cara ekstensifikasi dan
intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai
jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan lain-lain.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat unwk mengatur, ariinya pajak sebagai alat
untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial
dan ekonomnii, seria mencapai tujuan-ivjuan lertenta di luar bidang keuangan.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu Official Assessment

Systemn, Self Assessment System dan With holding Tax Svstern (Resmi,

2014:11);



1. Official Assessmeni Sysiem

Adalah sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh waiib pajak texletak pada fiskus atau aparat
pemungut pajak. Sistem ini pada umuminya diterapkan pada pengenaan pajak
langsung . Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak baru
timbul setelah dikeluarkan surat keietapan pajak oleh fiskus. Dan dalam hal ini
wajib pajak bersifat pasif.
2. Self Assessment System

Adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan
besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib
pajak yang bersangkutan. Dalam sistem ini wajib pajak sifat aktif untuk
menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya serdiri, sedangkan fiskus
hanya memberi penerangan, atau ssbagai verifikasi. Sistem ini diterapkan
dalam penyaropaian SPT Tahunan PFL (baik untuk Wejib Pajak Badan maupun
Wajib Pajak Orang Pribadii), dan SPT Masa PPN.
3. With Holding System

Adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak
yang terutang dihitung oleh pihek ketiga (vang bukan wajib pajak dan juga
bukan aparat pajak / fiskus). Sebagsi bukti atas pelunasan pajak ini biasanya
berup;é bukii potong atau bukti pungud.

2.1.4 Asas Pemunguian Pajak

Menurut Priantara (2012:8), terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu :



10

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara b%:rhak mengenakan pajak atas seluruh
penghasilan wajib pajak yang bertermpat tinggal diwilayahnya, baik
penghasilan yang berasal dari dalam orwupun luar negri. Setiap wajib pajak
yang berdomisili atau bertempat tinggal dl wilayah Indonesia dikenakan pajak
atas selurub penghasilan vang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari
luar negri.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas
penghasilan yang bersumber di wilayah: tanpa memperhatikan tempat tinggal
wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia
dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan
kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing Indonesia dikenakan
atas setiap orang asing yang bukan F:)c:rﬁéebangsaan Indonesia tetapi bertempat
tinggal di Indonesia

2.1.5 Jenis Pajak
Sejak dikeluarkannys Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, membawa
dampak dibidang perpajekan dalam perubahan sistem pemungutannya yaitu
pajak yang dipungut oleh Pemerintah I'usat dan yang dipungut oleh Pemerintah
Daerah. Terdapat berbagai jenis pajak, vang dapat dikelompokkan menjadi tiga
bagian, yaitu menurut golongan, ﬁ.m{mumt sifat, dan menurut lembaga

pemungutnya (Resmi, 2014:7);
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1. Menurut golongan
Menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi dua;
a. Pajak langsung,

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung senditi oleh wajib pajak dan
tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang fain atau pihak lain.
Pajak harus menjadi beban Wajib Fajak yang bersangkutan, Contoh: Pajak
Penghasilan (PPh).

b. Pajak tidak langsung,

Pajak vang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpabkan kepada
orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suafu
kegiatan, peristiwa, atau perbuaiza vang menyebabkan terutangnya pajak,
misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
(PPN).

2. Menurut Sifat
Menurut sifatnya pajak dikelompokican menjadi dua;
a. Pajak subjektif,

Pajak vang pengenaennya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak

atau pengenaan pajak vang memperhatikan keadaan subjeknya.
b. Pajak objektif,

Pajak yang pengenaannya memparhatikan objekaya baik berupa benda,

keadaan, perbuatan, atau perisiwa vang mengakibatkan timbulnya

kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek

Pajak (Wajib Pajak) maupun tempai linggal.
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3. Menurut lembaga pemungut
Pajak dikelompokkan menjadi dua. yaitu;
1. Pajak Negara (Pajak Fusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerinteh pusat dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga negara pada umuamnya. Contoh: Pajak penghasilan
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (FFIN), Pajak Penjualan Barang Mewah
(PPnBM), Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai.

2. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemersiniah daerah baik daerah tingkat I (pajak
provinsi) maupun daerah tingkat Ii (pajak kabupaten/kota) dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga daerzh masing»masing.

a. Pajak Provinsi meliputi : .

Pajak Kendaraan Bermotor dar: Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, serta Pajok Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan.

b. Pajak Kabupaten/Kota meliputi :

Pajak Kabupaten/kota meliput: Pajak Hotel, Pajak Resioran, Pajak
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak P@n@m;&g&n Jalan, Pajak Pengambilan Bahan
Galian Golongan C. Pajak Parkir, Paiak Air Tanah, Pajak Sarang Burung
Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan DBea

Perolehans Hak atas Tanah dan Bangunin.
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2.2 Pajak Dacrah
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah
Pengertian Pajak Daerah menurnit Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang pajak daerah dan retribusi dacrah adalah sebagai berikut:

“Pajak Daerah adalah kontribusi waijib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifal memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan sccara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2009:12) Fajak Daerah adalah :

“Iuran wajib yang dilakukan olek orang pribadi atan badan kepada daerah
tanpa imbalan langsung yang seimbang. yang dapat dipaksakan berdasarkan
peraturan perundang-undapgan yang berlaku, yang digunakan untuk
membiayai penyelenggarsan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah”.

2.2.2 Tolak Ukur Menilai Pajak Daerah

Dalam pengelolaan pajak dezerah agar sesuai dengan makna pelaksanaan
otonomi dezerah pemanfaatannya herus dinpayakan untuk pelayanan kepada
sektor pajak yang bersangkutan. Apabila pembayaran pajak daerah dapat
merasakan manfaat atas pembayararnya. Diharapkan timbul kesadaran untuk
melakukan pembayaran secara teratur dan sukarela. Secara umum pemungutan
pajak daerah harus dilihet dari dua sisi yaitu hasil guna dan daya guna bagi
pemerintah daerah dan masyarakat daerah yang bersangkutan. Ada lima tolak

ukur untuk menilai pajak daerah vaitu

1. Hasil (vield)
a. Memadai tidaknya hasil sustu pajak dalam kaiten bernagai layanan yang
dibiayainya.

b. Stabilitas dan mudah tidaknya memperlirakan besar hasil it

c. Elastisitas hasil pajak terhadap pertumbuhan penduduk.
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d. Perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut
2. Keadilan (equity) |
a. Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-
wenang
b. Pajak yang bersangkutan harus adil secara horizontal artinya beban pajak
haruslah sama benar aniara berbagai kelompok yang bebeda tapi dengan
kedudukan ekonomi yang sama.
¢. Adil secara vertikal artinya kelompok yang memiliki sumber ekonomi
yang sama besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada
kelompok vang tidek memberd sumberdaya ekonomi.
3. Daya guna ekonomi Jeconomic ¢fficiency)
a. Pajak hendaknya mendorong pergguna sumber daya secara efisien dan
efektif dalam kehidupan ekonemi
b. Mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan piliban produsen
menjadi salah arah atan orang ﬂ'mgjadi segan bekerja atau menabung dan
memperkecil beban lebih pajak
4. Kemampuan melaksanakan (abiiity o implement)
a. Pajak harus dapat dilaksanakan dari usdut kemauan politis dan kemanan
tata usaha
b. Dalarn menilai kemampuan adnunisiratif pengukurannya dilihat dari
kemudahan dalam prosedur p@m‘m;ﬁgu&m pajak daerah, kemudahan data
potensi objek pajak akan memberi E}(aﬁ optimast pemungutan pajak daerah
c. Kemampuan politis diperlakuken dalam pengenaan pajak, menetapkan

struktur tarif, memutuskan siapa vang harus membayar dan bagaimana
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pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik dan memaksakan

sanksi terhadap para pelanggar

5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah

a.

Haruslah jelas kepada deerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan
tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir
beban pajak

Pajak tidak dapat dibinderi dengan cara memindahkan objek pajak dari
suatu daerah ke daerah lain.

Pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari

kemampuan teta usaha pajak daerah

2.2.3 Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009,

jenis pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitw;

1.

@

Pajak Provinsi meliputi :

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau
penguasaan kendzraan bermaotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak
milik kendaraan bermotor sebagai akibai perjanjian dua pihak atau
perbuatan sepihak atau keedasn yang terjadi karena jual beli, tukar
menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pajak Bahan Bakar Kendarzan Bermotor adalah pajak atas penggunaan
bahan bakar kendaraan berraotor.

Pajak Air Permukaan adalah pajak alas pengambilan dan/atau

pemanfaatan air permukaan.
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e. Pajak Rokok adalah punguisn atas cukai rokok yang dipungut oleh
Pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kots meliputi :

a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
restoran.

c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

d. Pajak Reklame adaleh pajak atas penyelenggaraan reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan adaiah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik
yang dihasilkan sendiri maupurn: diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian golongan C adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di
dalam dan/atau permukaan bumi uniuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir adalah pajak atas peayelenggaraan tempat parkir di luar
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
yang disediakan scbagai svaw usaha, termasuk penyediaan tempat
penitipan kendaraan bermotor

h. Pajak Air Tanah adalah pajak ates pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walel adalab pajak atas kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pordesaan dan Perkotaan adalah pajak atas

bumi dan/atau bangunan yang diniiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan
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oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertarabangan.

k. Bea Perolchan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas

perolehan hak atas tanah dan/ateu bangunan.
2.3 Pajak Kendaraan Bermotor
2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor
Dalam Peraturan Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2010 pasal 1,
menyebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor:

«Adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di
semua jenis jalan darat, dan digerakkan cleh peralatan teknik berupa motor
atau peralatan lainnya yang berfungsi uniuk mepgubah suatu sumber daya
energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,
termasuk  alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalarm operasinya
menggunakan roda dan motor dan tidalk melekat secara permanen serta
kendaraan bermotor yang dioperasiken di air”.

2.3.2 Objek Pajak Kendaraan Bermoior

Menurut Kepemilikan dan/atau  penguasaan Kendaraan Bermotor;
termasuk dalam pengertian kendaraan bermoior beroda beseria gandengannya,
yang dioperasikan di sernua jenis jalan darat dan yang dioperasikan di air
dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima (iross Tonnage) sampai dengan GT 7
(tujuh Gross Tonnage). Drkecualikan :
1. Kereta api;
2. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluvan pertabanan dan

keamanan negara;

Kendaraan bermotor yang dimiliki kedutaan, konsultan, perwakilan negara

(W8]

asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang

memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, dan;
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4. Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pabrikan atau importir yang
semata-mata disediakan untuk keperiuan pameran dan tidak untuk dijual.
2.3.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Keadaraan Bermotor
Subjek pajak merupakan oreng pribadi atau Badan yang memiliki
Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya
diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.
2.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif den Cara Penghitungan Pajak Kendaraan
Bermotor
1. Dasar Pengenaan
a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan.
b. Bobot yang mencenmninkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau
pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor;
¢. NIKB ditetapkan berdasarken Harga Pasaran Umum.
2. Tarif Pajak
a, Untuk kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebesar :
1. Kendaraan pertama 1,50%
2. Kedua 2%
3. Ketiga 2,50%
4. Keempat dan seterusnya 4.0%
b. Untuk kepemilikan oleh badan 1 50%
¢. Untuk kendaraan TNI/POLRI. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
angkutan umum, ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, sosial

keagamaan, lernbaga sosjal dan keagamaan sebesar 0,50%
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d. Untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar
0,40%.
3. Cara Penghitungan
Dalam PERDA Prov. DKI Jakeriz No.& tahun 2010, cara penghitungan
pajak kendaraan bermotor dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar
pengenaan pajak.
2.4 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
2.4.1 Pengertian Pemunguian

Dalam Undang-undeng Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009,
menyebutkan bahwa;

“Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak atau retribusi, penenfvan besarnya pajak atau
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan paiak atau retribusi kepada
Wajib Pajak atau Wajib Reiribusi serta pengawasan penyetorannya’.

2.4.2 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Peraturan Daerah Prov. [J6J Jakarta Nomor 168 tahun 2012 pasal
2, menyebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor terutang ditetapkan oleh
Kepala Dinas Pelayanan Pajak dengen menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan
Pajak Daerah} atau dokumen lain yang dipersamakan.

Adapun ketentuan saut terutang pzrjak kendaraan bermotor, yaitu;

1. Pajak kendaraan bermotor yang ‘erutang terjadi puda saat kepemilikan atau
penguasaan kendaraan bermotor
2. Saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
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a. Jual beli, terjadi pada tanggal vang tercantum dalam faktur atau invoice
atau kuitansi;

b. Sewa beli melalui lembaga keuangen (leasing/bank} penguasaan
kendaraan bermotor terjadi pada saat tanggal penandatanganan
perjanjian;

¢c. Hadiah, terjadi pada tanggal yong tercanturn dalam akta notaris/surat
keterangan pemberian hadiah,;

d. Hibah/warisan, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam akta notaris;

e. Eks kedutaan, konsuler, eks lembaga internasional, terjadi pada tanggal
yang tercantum dalam risalel lelang/atau keterangan dari kedutaan,
konsuler dan lembaga internasional;

f FEks lelang atau penghapusan siatl dum termasuk kendaraan bermotor
milik Pemerintah Pusat/Daerah, TR dan Polri, terjadi pada tanggal yang
tercantum dalam risalah leleng aiau penghapusan atau dum; atan

g. Mutasi dari luar Daerah, terjaci pada saat tanggal pencabutan dokumen
kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh instansi berwenang daerah asal
kendaraan bermotor

2.4.3 Tata Cara Pemungutan Pajak
Dalam pelaksanaan pemungutan p&hﬁakg adapun tata cara pemungutan pajak

yang dilakukan sesuai dengan Uﬂd:mg;;undang Republik Indonesia Nomor 28

tahun 2009, sepert :

1. Pemunguian Pajak dilarang diborongkan
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Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan sural

ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan

peraturan perundang-undangan perpajakan

Wajib Pajak yang memenuhi kewzjiban perpajakan berdasarkan penetapan

Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD (Surat Ketentuan

Pajak Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berupa karcis dan nota perhitungan

Wajib Pajak yang memenuhi keviajiban perpajakan sendiri dibayar dengan
'menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SKPDKB

(Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), dan/atan SKPDKBT (Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan}.

Sanksi Pemungutan Pajak

Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi renurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal

97 adalah sebagai berilut;

a.

Dalam jangka waktu 5 (lima) whun sesudah saat terutangnya pajak,
Kepala Daerah dapat menerbitkan:
1. SKPDKB (Surai Keietapan Pajak L?aerah Kurang Bayar) dalam hal:
a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain. pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayvar
b. Jika SPTPD (Surai Pemberiiahuan Pajak Daerah) tidak disampaikan

kepada Kepala Dasrah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur
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secara tertulis tidak disampaikan pada waktonya sebagaimana
ditentukan dalam surat teguiran
c. Jika kewajiban mengisi SPTPI (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan
2. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pejaic Daerah Kurang Bayar T ambahan)
jika ditemukan data baru dan/atan data yang semula belum terungkap
yang menyebabkan penambahan jumiah pajak yang terutang
3. SKPDN (Surat Ketetapan Pajek Daerah Nihil) jika jumlah pajak yang
terutang sama besamya dengen jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak

b. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB (Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 1) dan angka 2) dikenskan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulzn dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka wakiu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangrys pajak.

c. Jumlah kekurangan pajak yang terstang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul b dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus pérs&n) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut. |

d. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib
Pajak melaporkan sendiri sebelum d?lakukan iindakan pemeriksaan.

e. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak

Daerah Kurang Bayar Tambahen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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huruf a angka 3) dikenakan seaksi administratif berupa kepaikan sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambac dibayar untuk jengka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
2. Sanksi Pidana
Sanksi pidana menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 pasal 174
adalah sebagai berikut:

a. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah atan mengisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atau tidak melampirkan E%etemngan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan daerah depas dipidanakan dengan kurungan paling
lama 1 tahun dan atau paling benyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.

b. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah aau mengisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan keterapgan yang tidak bepar sehingga
merugikan keuangan daerah dapai dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 1ahun atau denda paling bmﬁyak 4 kali jumlah pajak terutang.

2.5 Efektivitas
Menurut Mahmudi (2010:143), menyatakan bahwa:
“FEfektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau
sasaran vang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan
mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan Semakin besar ouput yang

dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dap sasaran yang ditentukan, maka
semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi”.
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2.6 Kerangka Pemikiran

(ramtbar 1.

Efektivitas Pemungutan - .
j Penerimaan Pajak
Pajak Kendaraan Bermotor | =%
Daerah

Menurut Peraturan Daerah Nomor & tahun 2010, Pajak kendaraan bermotor
merupakan pajak atas kepemiliksz;mglguasm kendaraan bermotor dan
dipungut di wilayah tempat kendaraan bezmotor texdaftar. Pajak kendaraan
bermotor dikenakan dalam 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat
pendaftaran kendaraan bermotor. Merurut Mahmudi (2010:143), efektivitas
merupakan bubungan antaa keluaran dengean tujuan aiau sasaran yang harus
dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran
akhir kebijakan. Semakin besar oupu: yang dihasilkan terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit
organisasi. Dengan menganalisis efeltifitas ini, maka akan terlihat perbedaan
antara peneriman pajak kendaraan bermoior yang teleh berjalan dengan potenst
yang sesungguhnya bisa diperoleh nemeriniah daersh dalam meningkatkan

penerimaan pajak daerah.



